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RIN~KASAN PENELITIAN 
Pembebasan Tanan Dalam Rangka Pembangunan i<ota 
\Eman, Deddy 5utrieno, Harjono, Sumardji; i992 : 
Suraba:ya 
75 halaman; 
kotatiimelak$anakan pembangunanrangkaDalam 
kepentingan urnum maupun ~wasta~ iiasalah ya'g $erin~ timbul 
acialah sebagai akibat kurang ~etatnya perat~ran yang berlaku 
calam pembebasan tanah, selain itu juga masal~h meng~nai 
tidak adanya kesepakatan dalarn menentukan ganti rugi. 
menciapatkan hai< atas tanah w·3r-ga masyarakat, bai k ur.tu.t~ 
Surabaya, kebutuhan tanah sem,aki n meni ngkat.. Pembeba!5~n hak 
at6$ tanah dapat dipandang sebagai langkah pertama ~ntuk 
• 
• 
Penelitian ini mengambii permasa'1ahar. yaitu 
A. Bagaimanakah prqsetiur pembebasan tanan ? 
B. B~gaimanakah tata c~ra mEnetapkan besarnya ganti 
dalam pembebasan tan-an ? 
c. Bagaimanakan upaya penyelesaian jika terjadi 
ganti rugi ? 
pembangunan kota 5wrah?ya. i~jul a-m'.ll a di l!<K',Jkan si:udi oo':.:umen 
m~ialui oelb3gai peraturan p'~rundangar, yan~ meng~~llr m3~al~.h 
uni:.uk mengkaji 
Untuk menjawab perma$aiahan tersebut, maka jidalam 
penelitian ini digunakan metode penelitiarl hLl~lm no~mati{ 
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pembebasan tanah. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data 
yang diperoleh di Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Su­
rabaya dan Kantor Sadan Pertanahan Kotamadya Surabaya. yaitu 
dengan melakukan wawancara deangan berbagai pihak yang ter­
kait den;an materi yan; diteliti. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembebasan 
tanah dibedakan menjadi dua, yaitu prosedur pembebasan tanah 
untuk kepentin;an pemerintah dan prosedur pembebasan tanah 
untuk kepentin;an swasta. Prosedur pembebasan tanah untuk 
kepentin;an pemerintah dalam praktek dibedakan menjadi dua 
yakni yang menjadi wewenang Gubernur Kepala Daerah, merupa­
• 
kan pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah yang luas 
tanahnya lebih dari 5 Ha. dan yang menjadi wewenang Bupati/ 
Walikota Kepala Daerah Tingkat II adalah pembebasan tanah 
untuk kepentingan pemerintah yang luas tanahnya tidak lebih 
dari 5 Ha. Pada prinsipnya prosedur pembebasan tanah untuk 
kepentingan .wasta sama dengan prosedur pembebasan ~anah 
untuk kepentin;an pemerintah, bedanya bahwa untuk kepenti­
n;an swasta tidak wajib melalui Panitia Pembebasan Tanah. 
tetapi bila dip.rlukan dapat pula minta bantuan Panitia 
Pembebasan Tanah. 
Di.ampin; itu dalam penelitian diperoleh hasil bahwa 
tata cara pen.tapan ;anti ru;i dalam pembebasan tanah untuk 
kepentin;an p.m.rinta. melalui beberapa tahap, yait,l survey 
lokasi yang dilakukan oleh Dinas-Dinas terkait, pra condi­
tionin; pertama, pra conditionin; kedua dan pembayaran ganti 
rugi kepada warga masyarakat apabila warga masyarakat telah 
menyetujui jumlah tawaran ganti rugi yang diajukan oleh Pa­
nitia Pembaba.an Tanah. Untuk pemebebasan tanah ;una kepen­
tinganm swasta ada beberapa tata cara dalam penetapan ganti
, 
rugi yaitu dilaksanakan s.cara langsung, dilaksanakan mela­
lui panitia tin;kat kelurahan. dilaksan~kan me~alui pihak 
ketiga. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya da­
lam upaya menyelasaikan sengketa ganti rugi dangan para pe­
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megang hak atas tanah yang tidak menyetujui jumlah ganti 
rugi menggunakan lembaga penawaran pembayaran yang diikuti 
dengan konsinyasi pada Pengadilan Negeri. 
(	 L.P. Pakultas Hukua Universitas A1rlQia, No. IoDtrak , 
461/P4J!IDPf)l/L.3311/BBI/1992, 17 JUIli 1992 ) 
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